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PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN
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Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Anak
Usia Dini yang terjangkau dan bermuru, perlu memberikan
kescmpatan untuk menyelenggarakan sarLlan pendidikan
anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang tercantum dibawah
ini telah memenuhi persyaratan administrasi teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf
a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan kepurusan Kepala
Dinas Pendidikan kota Pekalongan.

l. Pasal l8 ayat (61 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembenrukan Daerah-daerah Kota Besar Da.lam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogiakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang perubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 tahun tahun 1950 tentang
pembenrukan kota-kota Ketjil di Djawa (Lcmbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1954 Nomor 4O, Tambahan
lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 551];

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2O03 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (tcmbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan lrmbaran Negara

Rcpublik lndonesia Nomor 4301h

4. Undung- Undong Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah
Daerah (Lcmburan Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambohtrn Lrmhrran Negura Repubhk
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Mcmpcrhatikan :

Ittdottesin Nomor SSB7;, sebagarmana tclah diubah bcbcrapa
knli ternklrir dcngan Undang.Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5
tenlnng Penrbohan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tohun 20 l4 tcntang pemenntah Daerah (lcmbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 20 lS Nomor 5g, Tambahan
lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 56791;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 1988 rentang
Pcrubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat ll
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat Il Pekalongan, dan
Kabupaten Daerah Tingkat ll Betang ( Lcmbaran Negara
Rcpublik lndonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tarnbahan
Lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 33811;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20lO tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lcmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 20lO Nomor 23,
Tambahan Lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2Ol0 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20lO tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (L,embaran

Negara Republik lndonesia Tahun 20lO Nomor 42

Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

51571;

7. Peraruran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

lndonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Saruan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDI;

8. Peraruran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

lndonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDI;

9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2Ol8
tentang Penyelenggaraan kndidikan Lcmbaran Daerah Kota

Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7l;

L Berita Acara Tim Verifikasi lzin Pendirian Satuan Fendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : O50 / 1673'3 TanSSal I

September 2O22

2. Beritn Acara rap$t pertimbangan pcmbcritrn izin Fcndirian

lratuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 050 / 186O'3 pada

TangPl 22 SePtcmber 2022

MEMUTUS$N :

KEPUTUSAN XEPATA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEIGLONGAN

idrri^rr<r IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAX USIA

nrir tpauot TAMAN lilNAl(-KANAx AL'MADINAH

MenelaPlurn



NI.:SATLI

NEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Memlrriknn izin Pendinan kepacra rembaga saluan penrJvJtkan
Anok Usin Dini (PAUD| scbagaimana rercantum dalam lampiran
kcprrtuurn ini;
Fenyelcnggara satuan Pcndidikan Anak Usia Dini scbagaimana
dimaksud dalam diktum kesatu wajib :

n. Menyelcnggarakan Pendidikan Anak Usia Dini scsuai
dengan standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, sesuai
dengan peraturan perundang undangan.

b. Mengajukan Nomor Pokok Sckolah Nasional ( NPSN ) scsuai
dengan ketentuan yang berlaku.

c. Menyampaikan laporan perkembangan kepada Dinas
Pendidikan yang memuat perkembangan jumlah pescrta
didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan
standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan
standar pcndidikan dan tenaga pendidikan;

d. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Pendidikan Anak
usia Dini (PAUDI kepada Badan Akreditasi Nasiona.l
Pendidikan Non Formal ( BAN-PNF ) sesuai pcranrran
perundang - undangan.

Dalam hal perkembangan satuan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) sebagaimana dimaksud dalam dilrtum KEDUA dinilai
memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan
Pendidikan sesuai hasil akreditasi dan cvaluasi maka izin
pendirian sebagaimana diktum KESATU masih berlaku;
Dalam hal perkembangan strtuan Pendidikan Anak Usia Dini
sudah tidak lagi menyelenggarakan layanan pendidikan anak
usia dini dan atau satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak
layak berdasarkan evaluasi, maka izin pendirian sebagaimana
dimaksud dikhrm KESATU di cabut dan akan diterbitkan
Surat Keputusan Pcnurupan satLlan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD).

Keputusan ini berlaku scjak tanggal ditetapkan dan jika

dikemudian hari terdaPat kesalahan ddam PenetaPan akan

diadakan pembetulan sebagaimana mestinya'

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Pckalongan
: 26 SePtembcr 2O22
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la.mpiran Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kota pekalongan
Nomor :42O / Ot78.l
Tanggai : 26 September 2022
Tentang: Izin Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TAMAN KANAK-
KANAK AL MADINAH

IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
YANG DIBERI IJIN PENDIRIAN

Satuan Pendidikan
l. Nama Satuan PAUD
2. Alamat Satuan PAUD

A

: YAYASAN NIDAUS SALAM

: Jalan KaPten Patimura RT 03 RW 04

Kelurahan Gamer
Kecamatan Pekalongan Timur
Kota Pekalongan
Provinsi Jawa Tengah

: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi

Manusia Nomor AHU-OO2O29 l'AH'O1'04'

Tahun 2O15, Tanggal 2 November 2015

URIZMI ZEN MOCHAMAD: ALK

Badan
Penyelenggara / Pendiri
l. Nama Badan

Penyelen ggara / Pendiri

2. Alamat Badan
Penyelen ggara / Pendiri

3. Nomor, tanggal
Pengesahan Badan

Hukum PenYelenggara/
Pendiri

4. Ketua
Penyelenggara /Pendiri

B

PENDI

ZAINUL

KEP NDIDIKAN
NG

c

t,o

TAMAN KANAK-KANAK AL MADINAH
Jalan Kapten Patimura RT 03 RW 04
Kelurahan Gamer
Kecamatan Pekalongen Timur
Kota Pekalongan
Provinsi Jawa Tengah
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PIACAM PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAX USIA DINI
Nomor :42O12127.3

Dibenkan KePada :

Nama Saruan Fendidikan
Alamat
Kelurahan
Kecamatan
Kota
hovinsi
Nama Badan PenYelenggara

TAX.AI IqI|AI(-XNAI( AL UADI]IAII
Ja.lan lGpten Patimura RT 03 RW 04
Gamer
Pekalongan Timur
Pekalongan
Jawa Tengah
Yayasan Nidaus Salam

Pekalongan, 26 September 2022
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